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Abstrak 

Persiapan pembangunan dari segi fisik infrastruktur prioritas dapat melalui identifikasi potensi dan 

serta perencanaan induk dalam mendukung pengembangan Kota Tidore Kepulauan sebagai kota jasa 

berbasis agromarine. Dengan basis Agromarine yang merupakan percepatan dan mengoptimalkan 

pembangunan dan percepatan pemanfaatan sumber daya potensial dan unggulan di darat maupun di 

laut yang meliputi sektor perikanan, pariwisata, pertanian untuk mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat. Infrastruktur menjadi faktor utama untuk mendukung terwujudnya Kota Tidore 

Kepulauan sebagai kota jasa berbasi agromarine, karena pola agromarine di tekankan harus didukung 

dengan pembangunan infrasktruktur yang memawadai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

Kota Tidore Kepulauan menjadi kota jasa berbasis agromarine dengan mengidentifikasi dan 

mengevaluasi 5 bidang pendukung di program infrastruktur.Penelitian ini mengunakan metode 

analisis Deskrpitif Kualitatif dan evaluatif dengan mengidentifikasi data yang sudah ada di 5 bidang 

pada program infrastrukutur, dan mengevaluasi menggunakan parameter yang telah di tentukan.Hasil 

rangkaian analisis yang di lakukan, di peroleh bahwa 5 bidang khususnya program infrastruktur tahun 

2016-2018 dari 5 bidang belum semua mencapai target (100%) di antaranya di bidang Petanian 2016, 

33% 2017, 33%, 2018, 66%, di bidang perikanan 2016, 50%. 2017, 50%, 2018 50%, di bidang 

kelauatan 2016, 50%, 2017, 50%, 2018, 50%, di bidang pariwisata 2016, 66%, 2017, 33%, 2018, 

66%, di bidang pekerjaan umum 2016, 42%, 2017, 50%, 2018, 65%. 5 bidang pada pogram 

Infrastruktur banyak yang belum sesuai dengan kebijakan yang di buat oleh pemerintah. 

Kata Kunci: Agromarine, Program, Infrastruktur, Kota Tidore Kepulauan.

PENDAHULUAN 

Sejak Tidore bergabung dengan 

Republik Indonesia pada tahun 1950 setelah 

meleburkan semua wilayah kekuasaannya 

termasuk Papua untuk menjadi NKRI. Maka 

setelah melalui perundingan cukup panjang 

dari seluruh lapisan masyarakat. Akhirnya, 

terbentuklah Kota Tidore Kepulauan 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2003 yang diresmikan oleh Menteri Dalam 

Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia 

pada tanggal 31 Mei 2003. 

Persiapan pembangunan dari segi fisik 

infrastruktur prioritas dapat melalui 

identifikasi potensi dan serta perencanaan 

induk dalam mendukung pengembangan Kota 

Tidore Kepulauan sebagai kota jasa berbasis 

agromarine. Percepatan dan pemerataan 

pembangunan infrastruktur perlu dilakukan 

untuk membangun interkonektifitas dalam 

daerah Kota Tidore Kepulauan. Hal ini selain 

merupakan program Pemerintah Pusat, juga 

didasari bahwa infrastruktur dasar dalam 

wilayah Kota Tidore Kepulauan belum 

seluruhnya dalam kondisi baik, termasuk 

infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan. 

Selain belum seluruh jalan masih masuk dalam 

kategori kondisi baik, utamanya jalan di 

Kecamatan Oba Selatan, serta jalan menuju ke 

lokasi wisata seperti Taman Nasional 

Aketajawe. Selain itu, perlu dilakukan 

pembukaan jalan-jalan baru sebagai strategi 

penyebaran pemukiman bagi masyarakat. 

Pembangunan infrastruktur juga harus didasari 

perencanaan secara terpadu, efektif dan efisien 

termasuk dalam mendukung aktivitas 

masyarakat (perikanan, pertanian, pariwisata, 

perdagangan, perindustrian), seperti jalan tani, 

irigasi, embung, air bersih, pelabuhan 

perikanan, pasar, terminal, gedung pertemuan 

yang representatif 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengidentifikasi dan mengevaluasi program 

infrastruktur di semua bidang untuk 
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mendukung Kota Tidore sebagai Kota jasa 

berbasis agromarine. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Analis Kebijakan. 

a. Perencanaan. 

Melakukan percepatan pembangunan 

infrastruktur yang meliputi 

infrastruktur transportasi, jalan dan 

jembatan, air minum, pengelolaan 

limbah, pengelolaan sampah, 

telekomunikasi dan informatika, 

perkotaan, dan lain-lain. 

Pembangunan infrastruktur yang 

merata di seluruh wilayah didasarkan 

atas gagasan bahwa pembangunan 

tidak saja bermanfaat untuk golongan 

atau wilayah tertentu saja namun harus 

mampu meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat secara luas. 

b. Implementasi. 

Percepatan Pembangunan Infrastrukur 

yang di lakukan Pemerintah Kota 

Tidore Kepulauan sudah mencapai di 

tahap baik tetapi ada program yang 

tidak mencapai Target yang sudah di 

tentukan pemerintah. 

c. Evaluasi. 

Yang harus di evaluasi adalah 

program yang tidak mencapai target 

pada tiap tahunnya, khususnya di 

bidang Infrastruktur.  

Pengertian Evaluasi Kebijakan 

Menurut Winarno (2014) penilaian 

atau evaluasi suatu kebijakan merupakan 

langkah terakhir dalam tahap-tahap proses 

kebijakan. Sebagai kegiatan yang fungsional 

yaitu kegiatan yang tidak hanya dilakukan 

pada tahap akhir saja namun pada semua 

proses kebijakan publik mulai dari perumusan 

masalah, program-program yang dilaksanakan 

untuk menyelasaikan masalah, implementasi, 

hingga dampak kebijakan, evaluasi adalah 

kegiatan penilaian kebijakan yang bertujuan 

untuk melihat apa yang menjadi sebab-sebab 

kegagalan suatu kebijakan atau untuk melihat 

apakah kebijakan publik tersebut telah 

mencapai dampak yang diharapkan. Oleh 

karenanya, penilaian atau evaluasi dapat 

menangkap tentang isi kebijakan, penilaian 

kebijakan, dan dampak kebijakan. Menurut 

Arikunto (2013) evaluasi adalah kegiatan 

untuk mengumpulkan informasi tentang 

bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya 

informasi tersebut digunakan untuk 

menentukan alternatif yang tepat 

dalammengambil keputusan. Fungsi utama 

evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan 

informasi-informasi yang berguna bagi 

pihakdecision makeruntuk menentukan 

kebijakan yang akan diambil berdasarkan 

evaluasi yang telah dilakukan. 

Definisi Agromarine 

Dalam pembangunan ekosistem 

kepulauan, secara garis besar terdapat tiga 

pilihan pola atau model pembangunan yang 

dapat diterapkan untuk ekosistem pulau kecil. 

Pertama, menjadikan pulau sebagai kawasan 

konservasi, sehingga dampak negatif penting 

akibat kegiatan manusia tidak ada atau sangat 

kecil. Ke dua, pembangunan pulau secara 

optimal dan berkelanjutan, seperti untuk 

pertanian dan perikanan yang semi-intensif. 

Ke tiga, pola pembangunan dengan intensitas 

tinggi yang mengakibatkan perubahan radikal 

pada ekosistem pulau, seperti pertambangan 

skala besar, tempat uji coba nuklir, dan 

industri pariwisata skala besar. Diantara ke 

dua pola ekstrim, yaitu pola pembangunan 

tipe pertama dan ke tiga, terdapat pola 

pembangunan yang berkelanjutan, yang terdiri 

dari berbagai kegiatan pembangunan seperti 

pertanian terkendali, penangkapan ikan baik 

di perairan pantai maupun laut lepas, 

budidaya tambak dan budidaya laut (marine 

culture), pariwisata, industri rumah 

tangga/industri kecil, dan sektor jasa (Hein, 

1990). 

Pembangunan wilayah dengan pola 

agromarine, telah diintroduksikan sejak tahun 

1992 oleh Departemen Transmigrasi dan PPH. 

Pola Agromarine adalah pola pendayagunaan 

alam yang mengutamakan sumberdaya hayati 

laut agar diperoleh manfaat optimal melalui 

prinsip pengembangan agribisnis. Konsep ini 

meliputi pengembangan industri sumberdaya 

perikanan sebagai sektor sentral yang 

ditunjang oleh pemanfaatan sumberdaya 

hayati dan nirhayati di sekitarnya, dengan 

berdasarkan pada prinsip kelestarian 

sumberdaya alam dan lingkungan hidup (PPP, 

Dep.Trans. dan PPH; LPWP-UNDIP, 1995).  

Agar pembangunan suatu pulau kecil 

dengan pola agromarine dapat terlaksana 

secara optimal dan berkelanjutan bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat, khususnya 

penduduk asli pulau tersebut, maka pola 

pembangunan agromarine hendaknya 

didasarkan pada tiga prinsip dasar utama, 

yaitu: (1) kesesuaian dan daya dukung 
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lingkungan; (2) pendekatan agrobisnis; dan 

(3) pendekatan kemitraan. Melalui penerapan 

tiga prinsip ini, pembangunan pulau kecil 

dengan pola agromarine akan berlangsung 

secara berkelanjutan, baik secara ekologis 

(ecological sustainability), ekonomis 

(economic sustainability), dan sosial budaya 

(socio-cultural sustainability), (Dahuri, 1998). 

Secara skematis perumusan model 

pembangunan wilayah kepulauan dengan pola 

agromarine disajikan pada Gambar di bawah: 

 
Gambar 1 Perumusan model pola agromarine 

(perumusan model pembangunan wilayah 

kepulauan dengan pola agromarine) 

Sumber: Dahuri 1998) 

 

Kebijakan Pemerintah untuk mendukung 

Kota Tidore Sebagai Kota jasa berbasis 

agromarine (sektor pertanian dan 

perikanan) 

Pengembangan industri sumberdaya 

perikanan sebagai sektor sentral yang 

ditunjang oleh pemanfaatan sumberdaya hayati 

dan nirhayati di sekitarnya, dengan 

berdasarkan pada prinsip kelestarian 

sumberdaya alam dan lingkungan hidup. 

Berikut ini adalah kebijakan Pemerintah Kota 

Tidore Kepulauan di sektor Pertanian dan 

Perikanan: 

 Tabel 1 Kebijakan Pemerintah Kota Tidore 

Kepulauan di bidang Perikanan dan Kelautan 
Strategi Arah kebijakan 

1. Mengoptimalkan 

sarana dan prasarana 

perikanan tangkap dan 

1. Meningkatkan sarana 

dan prasarana 

perikanan tangkap 

budidaya 2. Meningkatkan sarana 

dan prasarana budidaya 

Sumber: RTRW/RMPJMD Kota Tidore 

Kepulauan 2016-2020 

 

Tabel 2 Kebijakan Pemerintah Kota Tidore 

Kepulauan di bidang Pertanian 

Strategi Arah kebijakan 

1. Mengoptimalkan 

sarana dan prasarana 

pertanian/ perkebunan 

1. Meningkatkan 

sarana dan prasarana 

produksi dan 

pemanfaatan 

teknologi pertanian/ 

perkebunan 

2. Menciptakan daya 

saing dan Menjamin 

pemasaran hasil 

produksi pertanian. 

Sumber: RTRW/RMPJMD Kota Tidore 

Kepulauan 2016-2020 

Pengertian Pariwisata dan Kebijakan 

Pemerintah untuk mendukung Kota Tidore 

Sebagai Kota jasa berbasis agromarine 

(sektor pariwisata) 

Pariwisata atau turisme adalah suatu 

perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau 

liburan dan juga persiapan yang dilakukan 

untuk aktivitas ini. Seorang wisatawan atau 

turis adalah seseorang yang melakukan 

perjalanan paling tidak sejauh 80 km (50 mil) 

dari rumahnya dengan tujuan rekreasi, 

merupakan definisi oleh Organisasi Pariwisata 

Dunia.  

Tabel 3. Kebijakan Pemerintah kota Tidore 

Kepulauan di bidang Pariwisata. 

Sumber: RTRW/RMPJMD Kota Tidore 

Kepulauan 2016-2020 

Pengertian Infrastruktur 

Infrastruktur adalah sebuah sistem 

fasilitas publik, yang bersifat fundamental di 

tujukan kepada masyarakt/khalayak ramai 

untuk melayani dan memudahkan masyarakat 

secara umum, Infrastruktur adalah istilah yang 

berhubungan maknanya dengan struktur di 

bawah struktural (structure beneath a 

structureal)  

Strategi Arah kebijakan 

Meningkatkan sarana 

prasarana dam 

pengelolaan destinasi 

wisata 

Mengembangkan dan 

mengelola destinasi 

wisata secara profesional 

dan berdaya saing 

https://id.wikipedia.org/wiki/Perjalanan
https://id.wikipedia.org/wiki/Rekreasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Liburan
https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Pariwisata_Dunia
https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Pariwisata_Dunia
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Tabel 4 Kebijakan Pemerintah Kota Tidore 

Kepulauan di bidang Pekerjaan Umum. 

Sumber: RTRW/RMPJMD Kota Tidore 

Kepulauan 2016-2020 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini mengunakan metode 

analisis Deskrpitif Kualitatif dan evaluatif 

dengan mengidentifikasi data yang sudah ada 

di 5 bidang pada program infrastrukutur, dan 

mengevaluasi menggunakan parameter yang 

sudah di tentukan 

Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kota Tidore Kepulauan sebagai daerah 

otonom yang dimekarkan dari Kabupaten 

Halmahera Tengah berdasarkan Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang 

pemekaran wilayah yang diresmikan pada 

tanggal 31 Mei 2003. Secara geografis, letak 

wilayah Kota Tidore Kepulauan berada pada 

batas astronomis 0⁰-20⁰ Lintang Utara dan 

pada posisi 127⁰- 127,45⁰ Bagian Timur. Kota 

Tidore Kepulauan memiliki total luas wilayah 

13.862,86 Km2 dengan daratan 9.116,36 Km2 

dan batas wilayah sebagai berikut:  

• Sebelah utara Berbatasan dengan Kecamatan 

Pulau Ternate, Kota Ternate dan Kecamatan 

Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera barat.  

• Sebelah timur Berbatasan dengan Kecamatan 

Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur 

dan Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera 

Tengah.  

• Sebelah selatan Berbatasan dengan Gane 

Barat Kabupaten Halmahera Selatan dan 

Kecamatan pulau Moti Kota ternate.  

• Sebelah barat Berbatasan dengan Laut 

Maluku. Secara administratif, kota Tidore 

Kepulauan terdiri dari 8 (delapan) kecamatan 

dan 72 desa/kelurahan seperti yang diuraikan 

berikut ini:  

1. Kecamatan Tidore; Jumlah 

desa/kelurahan 11 dengan ibukota 

Gamtufkange, dan luas daerah 212,15 

Km2.  

2. Kecamatan Tidore Selatan; Jumlah 

desa/kelurahan 8 dengan ibukota 

Gurabati, dan luas daerah 249,32 Km2.  

3. Kecamatan Tidore Utara; Jumlah 

desa/kelurahan 12 dengan ibukota Rum, 

dan luas daerah 221,33 Km2  

4. Kecamatan Tidore Timur; Jumlah 

desa/kelurahan 4, dengan ibukota Tosa 

dan luas daerah 199,92 Km2.  

5. Kecamatan Oba; jumlah desa/kelurahan 

9 dengan ibukota Payahe, dan luas 

daerah 2.373,63 Km2.  

6. Kecamatan Oba Selatan; Jumlah 

desa/kelurahan 7, dengan ibukota 

Lifofa, dan luas daerah 2.210,92 Km2.  

7. Kecamatan Oba Utara; jumlah 

desa/kelurahan 9 dengan ibukota Sofifi, 

dan luas daerah 1.155,91 Km2. 8. 

Kecamatan Oba Tengah; jumlah 

desa/kelurahan 12, dengan ibukota 

Akelamo dan luas daerah 2.493,17 

Km2. 

    
Gambar 2 Peta Administrative Kota Tidore 

Kepulauan 

 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 
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perekonom
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gun dan 
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infrastruk

tur yang 
menduku

ng 

perekono
mian 

daerah 

1. Meningkatkan 

kondisi jalan yang 

menghambat 
konektifitas dalam 

wilayah 

2.Membangun, 
merehabilitasi dan 

mengelola irigasi 

dan embung. 

3,Menuntaskan 

sarana dan prasarana 

pasar, utamanya 
pasar Sarimalaha; 

4. Meningkatkan dan 

mengelola sarana 

dan prasarana 
pelabuhan termasuk 

pelabuhan perikanan 

5. Membangun dan 
meningkatkan 

kondisi drainase 

untuk mengatasi titik 
banjir dan genangan 

air. 

6. Membangun 

gedung/hotel yang 
mendukung 

perekonomian dan 

aktivitas 
pemerintahan 

7. Mengembangkan 

ruang terbuka hijau, 
utamanya RTH 

Tugulufa 

8. Melakukan 
kegiatan 

pembangunan sesuai 

tata ruang, daya 
dukung dan daya 

tamping 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Identifikasi Masalah 5 Bidang (Pertanian, 

Perikanan, Kelautan, Pariwisata, dan 

Perumahan dan Permukiman) Khususnya 

Infrastruktur dari tahun 2016-2018 

 

Pada bagian ini akan membahas 

mengenai permasalahan yang terjadi di 

lapangan mengenai kebijakan atau program 

yang telah di gagas oleh pemerintah apakah 

sudah sesuai dengan program yang di gagas 

oleh Pemerintah atau belum. Di muat dalam 

bentuk tabel serta penjelasan atau deskripsi 

sebagai berikut: 

 

Tabel 5 Identifikasi masalah di Bidang 

Pertanian Khususnya program Infrastruktur 

Tahun 2016 

 
 

Tabel 6. Identifikasi masalah di Bidang 

Perikanan Khususnya program Infrastruktur 

Tahun 2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 7. Identifikasi masalah di Bidang 

Kelautan Khususnya program Infrastruktur 

Tahun 2016 

 
Tabel 8. Identifikasi masalah di Bidang 

Pariwisata Khususnya program Infrastruktur 

Tahun 2016 

 
 

Tabel 9. Identifikasi masalah di Bidang 

Perumahan dan Permukiman Khususnya 

Program Infrastruktur Tahun 2016 
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Tabel 10. Identifikasi masalah di Bidang 

Pertanian Khususnya program Infrastruktur 

Tahun 2017 

 
 

Tabel 11. Identifikasi masalah di Bidang 

Perikanan Khususnya program Infrastruktur 

Tahun 2017 

 
 

 

 

 

 

 

Tabel 12. Identifikasi masalah di Bidang 

Kelautan Khususnya program Infrastruktur 

Tahun 2017 

 
 

Tabel 13. Identifikasi masalah di Bidang 

Pariwisata Khususnya program Infrastruktur 

Tahun 2017 

 
 

Tabel 14. Identifikasi masalah di Bidang 

Perumahan dan Permukiman Khususnya  

program Infrastruktur Tahun 2017 
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Tabel 15 Identifikasi masalah di Bidang 

Pertanian Khususnya program Infrastruktur 

Tahun 2018 

 
 

Tabel 16. Identifikasi masalah di Bidang 

Perikanan Khususnya program Infrastruktur 

Tahun 2018 

 
 

Tabel 17. Identifikasi masalah di Bidang 

Kelautan Khususnya program Infrastruktur 

Tahun 2018 

  
 

 

 

 

Tabel 18. Identifikasi masalah di Bidang 

Pariwisata Khususnya program Infrastruktur 

Tahun 2018 

  
 

Tabel 19 Identifikasi masalah di Bidang 

Perumahan dan permukiman program 

Infrastruktur Tahun 2018 
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Evaluasi Kebijakan pemerintah di Semua 

Bagian (Pertanian, Perikanan, Kelautan, 

dan Pariwisata,) khusunya Infrastruktur 

dari tahun 2016-2018 

Pada bagian ini akan membahas tentang 

evaluasi program-program yang di gagas oleh 

pemerintah. Di muat dalam bentuk tabel serta 

penjelasan atau deskripsi sebagai berikut: 

Tabel 20. Evaluasi Kebijakan Pemerintah di 

Bidang Pertanian Khususnya di Program 

Infrastruktur Tahun 2016 

 
Tabel 21. Evaluasi Kebijakan Pemerintah di 

Bidang Perikanan Khususnya di Program 

Infrastruktur Tahun 2016 

 

 
Tabel 22. Evaluasi Kebijakan Pemerintah di 

Bidang Kelautan Khususnya di Program 

Infrastruktur Tahun 2016 

 

Tabel 23. Evaluasi Kebijakan Pemerintah di 

Bidang Pariwisata Khususnya di Program 

Infrastruktur Tahun 2016 

 
Tabel 24. Evaluasi Kebijakan Pemerintah di 

Bidang Pekerjaan Umum Khususnya di 

Program Infrastruktur Tahun 2016
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Tabel 25. Evaluasi Kebijakan Pemerintah di 

Bidang Pertanian Khususnya di Program 

Infrastruktur Tahun 2017 

 
 

 

Tabel 26. Evaluasi Kebijakan Pemerintah di 

Bidang Perikanan Khususnya di Program 

Infrastruktur Tahun 2017 

 
 

Tabel 27. Evaluasi Kebijakan Pemerintah di 

Bidang Kelautan Khususnya di Program 

Infrastruktur Tahun 2017 

 
 

Tabel 28 Evaluasi Kebijakan Pemerintah di 

Bidang Pariwisata Khususnya di Program 

Infrastruktur Tahun 2017 
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Tabel 29. Evaluasi Kebijakan Pemerintah di 

Bidang Pekerjaan Umum Khususnya di 

Program Infrastruktur Tahun 2017 

 

 

 

 

 
 

Tabel 30 Evaluasi Kebijakan Pemerintah di 

Bidang Pertanian Khususnya di Program 

Infrastruktur Tahun 2018 

 
 

Tabel 31 Evaluasi Kebijakan Pemerintah di 

Bidang Prikanan Khususnya di Program 

Infrastruktur Tahun 2018 
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Tabel 32. Evaluasi Kebijakan Pemerintah di 

Bidang Kelautan Khususnya di Program 

Infrastruktur Tahun 2018 

 
Tabel 33. Evaluasi Kebijakan Pemerintah di 

Bidang Pariwisata Khususnya di Program 

Infrastruktur Tahun 2018 

 
Tabel 34. Evaluasi Kebijakan Pemerintah di 

Bidang Pekerjaan Umum Khususnya di 

Program Infrastruktur Tahun 2018 

 

 

 

 
Evaluasi Kebijakan Pemerintah di 5 bidang 

Khususnya di Program Infrastruktur tahun 

2016-2018 

Pada 5 bidang di atas sudah di 

evaluasi secara terinci dengan deskripsi dan 

parameter yang di tentuukandan di 5 bidang 

tersebut tidak ada yang mencapai angka 

100%, karena ada beberapa kendala di dana 

maupun kurangnya kontrol dari 5 bidang 

terebut hingga tidak mencapai angka 100%. 

Semua evaluasi sudah di jelaskan di atas 

secara detail, maka pada tabel ini akan 

memperlihatkan evaluasi sesuai parameter 

dengan secara singkat di lihat pada tabel 33, 
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Tabel 35. Evaluasi Kebijakan Pemerintah di 5 

Bidang di Program Infrastruktur Tahun 2016- 

2018 

 
KESIMPULAN 

1. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, 

terdapat temuan lapangan yang dapat penulis 

simpulkan di 5 bidang Pertanian, Perikanan, 

Kelautan, Pariwisata, dan Pekerjaan Umum 

khususnya di program Infrastruktur terdapat 

begitu banyak masalah yang terjadi, program 

yang di buat oleh Pemerintah belum efektif 

di lapangan sehingga program yang di buat 

belum sepenuhnya di jalankan di lapangan 

sehingga masi banyak masalah yang terjadi. 

2.Berdasarkan hasil analisis Evaluasi 

Kebijakan Pemerintah di 5 bidang Pertanian, 

Perikanan, Kelautan, Pariwisata dan 

Pekerjaan Umum khususnya di program 

Infrastruktur dengan parameter sebagai 

berikut pada tahun 2016-2018 dari 5 bidang 

belum semua mencapai target (100%) di 

antaranya di bidang Petanian 2016, 33% 

2017, 33%, 2018, 66%, di bidang perikanan 

2016, 50%. 2017, 50%, 2018 50%, di bidang 

kelauatan 2016, 50%, 2017, 50%, 2018, 

50%, di bidang pariwisata 2016, 66%, 2017, 

33%, 2018, 66%, di bidang pekerjaan umum 

2016, 42%, 2017, 50%, 2018, 65%. yang 

dapat penulis simpulkan bahwa beberapa 

kebijakan yang di buat pemerintah sudah 

cukup baik karena presentase yang di 

targetkan Pemerintah dari tahun ke tahun 

belum mencapai target (100%) yang sudah 

di tentukan oleh Pemerintah sehingga ada 

saja program yang belum terlaksana di 

lapangan dengan baik. 
SARAN 

1. Pemerintah harus berperan aktif di 

lapangan karena ada beberapa kebijakan 

tidak menapai target yang sudah di 

tentukan Pemerintah, terutama di bagian 

infrastruktur yang menjadi faktor penting 

untuk mendukung Kota Tidore Sebagai 

Kota Jasa Berbasis Agromarine, perlu 

adanya pembagian pengontrolan di setiap 

bidang yang di menjalankan kebijakan 

tersebut, agar capaian target terpenuhi 

2. Menuju Kota jasa Berbasis Agromarine 

membutuhkan waktu yang panjang sudah 

tiga tahun Kebijakan tersebut berjalan dan 

baru tahun ketiga kebijakan ini berjalan 

dengan baik, terlepas dari peran pemerintah 

peran masyarakat juga penting demi 

stabilnya implementasi kebijakan di 

lapangan, jadi pemerintah harus bekerja 

sama dengan masyarakat dan 

mensosialisasikan program tersebut, demi 

menuju Kota Tidore Sebagai Kota Jasa 

Berbasis Agromarine 
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